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Pgak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Sedangkan
reklame adalah benda, aat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,
orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau
dinikmati oleh umum. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pgjak Daerah yang dikecualikan dari obyek pajak
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penyetoran paak reklame adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh petugas
penagihan pajak yang ada pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo. Praktik Kerja Nyata dilakukan di Kantor Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo. Tujuan dari Praktik Kerja Nyata ini adalah untuk
menyelesaikan laporan Tugas Akhir Penulis dan juga ingin mengetahui,
memahami prosedur pemungutan dan penyetoran paak reklame oleh Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo. Dari hasil Praktik Kerja Nyata di
Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dapat disimpulkan,
bahwa Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pgjak Reklame dilaksanakan sesuai
dengan Undang-Undang, Peraturan Bupati, dan Peraturan Daerah yang
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Diploma |1l Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas IImu Sosial dan
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjadikan pajak sebagai sumber
penerimaan utama negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan. Pgjak menjadi kewagjiban yang harus dibayar oleh setiap wajib
pajak, yang akan dikelola oleh negara atau daerah. Hal ini diatur dengan jelas
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, dimana pagak
menjadi kontribusi wajib kepada negara yang dihimpun dari orang pribadi atau
badan dan bersifat memaksa, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa pagjak, pembangunan nasional maupun
pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan,
banyak kegiatan negara maupun daerah yang sangat bergantung pada penerimaan
yang berasal dari pajak.

Segjak tanggal 1 Januari 2010, Indonesia telah memberlakukan era otonomi
daerah. Tujuan dari otonomi daerah ini telah disampaikan dalam Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004, pasal 2 ayat (3) yang mengatakan bahwa pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjaankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan
meningkatkan kesgahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing
daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah ini, maka daerah akan berkreasi
daam mencari sumber pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk
membiayai pengeluaran pemerintah daerahnya.

Pendapatan suatu daerah berasal dari beberapa sumber, yaitu Pendapatan
Adli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pendapatan Daerah
merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
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bersih daam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sebagai sumber
Pendapatan bagi daerah maka setiap tahunnya terintergrasi dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagal instrumen kebijakan operasional
dari strategi pembangunan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan (Peraturan
Daerah). Pendapatan daerah yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi
masing-masing daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

Ketentuan mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah petamakali diatur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. Undang-
undang ini mula diberlakukan pada tangga 23 Me 1997. Tujuan
diberlakukannya undang-undang ini adalah untuk menyederhanakan dan
memperbaiki jenis dan struktur perpgjakan daerah, meningkatkan pendapatan
daerah, memperbaiki sistem administrasi perpagjakan daerah dan retribusi daerah
sgaan dengan sistem administras perpgakan nasional, mengklasifikasikan
retribusi, dan menyederhanakan tarif pajak dan retribusi.

Kemudian pada tanggal 20 Desember 2000, UU No. 18 Tahun 1997
diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Undang-
undang ini memuat beberapa perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997. Dan sgjak
tanggal 1 Januari 2010 hingga saat ini undang-undang tersebut digantikan oleh
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur
mengenai Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalam UU No.28 Tahun 2009,
terdapat penambahan empat jenis pajak daerah, satu jenis pgak provins dan tiga
jenis pajak kabupaten/kota. Semula terdapat sebelas jenis pajak daerah, empat
jenis pgjak provins dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota. Saat ini jumlah pajak
daerah tersebut menjadi enam belas jenis pgjak daerah, lima jenis pajak provins
dan sebelas jenis pag ak kabupaten/kota.
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Semua Pgjak

. 2016 " 2017 ”
Uraian
Target Realisasi Target Realisasi
101.80 123.34
Hotel 240.000.000 244.330.687 260.000.000 320.694.042
150.52 129.88
Restoran 3.125.000.000 | 4.703.833.295 3.500.000.000 | 4.546.110.459
] 104.17 161.31
Hiburan 50.000.000 52.089.640 50.000.000 80.656.450
12117 111.93
Reklame 600.000.000 727.072.650 700.000.000 783.561.650
108.41 121.18
Pe”g;:ga" 18.750.000.000 | 20.328.293.724 20.000.000.000 | 24.237.410.888
, 118.76 153.62
Parkir 18.000.000 21.377.320 19.000.000 29.188.500
i 12535 118.82
A';S:;ah 750.000.000 940.144.094 800.000.000 950.580.679
Bumi dan 100.42 112.50
13.200.000.000 | 13.256.021.309 14.900.000.000 | 16.762.841.143
Bangunan
118.32 158.42
BPHTB 3.300.000.000 | 3.904.726.459 6.500.000.000 | 10.297.541.832

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

Beberapa macam pgak yang dipungut oleh Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo diantaranya yaitu pgak reklame, pgak restoran, paak
hotel, pajak hiburan, paak parkir, pgak penerangan jalan, pgak BPHTB, serta
pajak air bawah tanah. Jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang dikelola
oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tersebut adalah pajak
reklame. Pgak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame
adalah benda, aat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak
ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk
menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan
atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali
yang dilakukan oleh pemerintah. Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan
perusahaan atau industri akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak
reklame karena salah satu bauran pemasaran sebuah industri adalah promosi yang
terdiri antara lain iklan, reklame dan promos penjualan. Pgjak reklame sebagai
sadlah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi perlu dilakukan
pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

dalam usaha peningkatan Pendapatan Adli Daerah di Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo.

Pajak reklame di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo di atur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo nomor 15 tahun 2015 tentang
pajak reklame, Peraturan Bupati Probolinggo nomor 2 tahun 2017 tentang tata
cara penyelenggaraan reklame di kabupaten probolinggo, dan Peraturan Bupati
Probolinggo nomor 40 tahun 2011 tentang tata cara penetapan dan pemungutan
pajak reklame.

Pemasukan dari pgak reklame didapat dari nila sewa reklame yang
dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame,
lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Pihak-pihak yang
menggunakan jasa reklame dari bidang pendidikan, industri, perhotelan, hiburan,
bank-bank dan lembaga keuangan, transportasi, komunikasi dan pihak
pemerintah.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pgjak Reklame

Tahun Target Realisasi %

2013 435.000.000,00 436.041.550,00 100,24%

2014 375.000.000,00 380.863.200,00 101,56%

2015 400.000.000,00 402.415.560,00 100,60%

2016 600.000.000,00 727.072.650,00 121,18%

2017 | 700.000.000,00 | 783.561.650,00 | 11194%
Sumber;: BKD Kab. Probolinggo (data diolah)

Pgak reklame seharusnya cukup potensia untuk mempengaruhi
peningkatan pendapatan asli daerah Badan Keuangan Daerah Kab. Probolinggo
dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak reklame yang terpasang disepanjang
jalan. Redlisasi penerimaan pajak reklame di BKD Kab. Probolinggo setiap
tahunnya mencapai dari jumlah yang ditargetkan. Dapat dilihat realisasinya dari
tahun 2013 hingga desember tahun 2017. Presentasi penerimaan pada tahun 2013
mencapal target 100,24 % atau (Rp 436.041.550), tahun 2014 mencapai target
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101,56 % atau (Rp 380.863.200), pada tahun 2015 mencapai target menjadi
100,60 % atau (Rp 402.415.560), pada tahun 2016 mencapai target menjadi
121,18 % atau (Rp 727.072.650), dan pada tahun 2017 mencapai target menjadi
111,94 % atau (Rp 783.561.650). Berikut tabel 1.1 mengenai target dan realisasi
Pagjak Reklame.

Upaya untuk meningkatkan redlisas penerimaan paak reklame di
Kabupaten Probolinggo dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang
terbaik atau yang sering dikenal dengan istilah Pelayanan Prima juga dapat
tercapai. Pelayanan prima bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, karena
dibutuhkan partisipasi dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dan pegawai
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dan tidak kalah penting peran
serta masyarakat dalam hal ini Wajib Pgjak sebaga pihak yang dilayani.

Vis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo adalah
Terwujudnya Kabupaten Probolinggo Yang Seahtera, Berkeadilan, Mandiri,
Berwawasan Lingkungan dan Berakhlak Mulia.

Misi yang pertama yaitu Mewujudkan Kesgjahteraan Masyarakat Melalui
Peningkatan Daya Saing Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kerakyatan,
dan Optimalisas Pengelolaan Sumber Daya Y ang Berkelanjutan.

Misi yang kedua yaitu Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia
Melalui  Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam
Penyel enggaraan Kepemerintahan Y ang Baik dan Bersih.

Sedangkan alasan memilih pajak reklame, yaitu pajak reklame memiliki
peran yang penting dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan
pendapatan daerah di Kabupaten Probolinggo. Selain itu, realisasi pajak reklame
sudah mencapal target akan tetapi jika dibandingkan dengan kota yang lain masih
sangat kecil, padahal masih banyak tempat-tempat strategis untuk pemasangan
reklame.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul tentang
“Prosedur Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Reklame Oleh Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo”.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
Bagaimana Prosedur Pemungutan Dan Penyetoran Pgjak Reklame Oleh Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo ?
1.3 Tujuan (PKN)
Adapun tujuan dari Pratek kerja nyata adalah sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui tentang prosedur pemungutan dan penyetoran
pajak reklame di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
1.4 Manfaat (PKN)
Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikuit.
a. Bagi Mahasiswa
1. Menambah wawasan penulis terutama mengenai prosedur
pemungutan dan penyetoran pgak reklame di Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo.
2. Agar dapat mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh selama
masa perkuliahan dalam kegiatan selama pelaksanaan Praktek Kerja
Nyataini.
b. Bagi Universitas
1. Menjadin kerjasama yang baik antara pihak Universitas dengan
Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
2. Memberikan uji nyata atas ilmu yang diperoleh selama di
perkuliahan.
c. Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
1. Adanya masukan yang membangun dari mahasiswa yang melakukan
Praktek Kerja Nyata.
2. Instansi akan mendapat informasi yang terbaru dari mahasiswa yang
melakukan Praktek Kerja Nyata.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut beberapa para ahli Menurut Mulyadi
(2013:5) prosedur adalah Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan
beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin
penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
Menurut Irra Crisyanti (2011:143) prosedur adalah Tata cara kerja yaitu rangkaian
tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan
merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapal tahap tertentu dalam hubungan
mencapal tujuan akhir. Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2009:30) prosedur
adalah suatu urutan-urutan pekerjaan klerikal (clerical), biasanya melibatkan
beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, untuk menjamin perlakuan yang
seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi.
2.2 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut para ahli yang dilihat dari berbagai perspektif.
Andriani dalam Sari (2013:34) mengatakan, “pajak adalah iuran masyarakat
kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak
mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Soemitro dalam Sari (2013:34)
mengatakan “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum?”. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang
berbunyi “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara
untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public

saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”.
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Djajadiningrat dalam Sari (2013:34) mengatakan “pajak adalah suatu
kewagjiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan,
kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut
bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan
pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa timbal balik dari
negara secaralangsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Berdasarkan definisi tentang pajak yang dipaparkan, pengertian baik
secara ekonomis atau pengertian secara yuridis dapat ditarik kessimpulan tentang
ciri-ciri yang terdapat pada definisi pgak (Sari, 2013:37) antara lain sebagai
berikut:

a. Adanyaiuran dari masyarakat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara (baik pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah)

b. Pagak dipungut berdasarkan undang-undang.

Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang

menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk

keperluan negara diatur dalam undang-undang”.

¢. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.

Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pgjak tidak memenuhi kewajiban

perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesual peraturan perundang-

undangan.

d. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
dapat ditunjuk secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar
paak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya
dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

e. Pemungutan pagak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum
pemerintah. Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin
maupun pembangunan. Apabila ada kelebihan hasil paak untuk
membiayal pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun
pembangunan), maka sisanya digunakan untuk public investment.
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f. Pgak dipungut karena adanya suatu keadaan, kegjadian dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.
2.2.1 Asas-Asas Pemungutan Pgjak
Menurut Suandy (2011:25) asas-asas pemungutan paak yang
dikenal dengan nama four cannons atau the four maxims dapat
dikelompokkan sebagai berikut:

1. Equality
Pembebanan pagjak diantara subjek pgak hendaknya seimbang dengan

kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya
dibawah perlindungan pemerintah. Dalam ha equality ini tidak
diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi diantara sesama
Wajib Pgjak. Dalam keadaan yang sama Wgjib Pgjak harus diperlakukan
sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pgjak harus diperlakukan berbeda.

2. Certainty
Pgak yang dibayar olen Wajib Pgak harus jelas dan tidak mengendl

kompromi kompromis (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian yang
diutamakan adalah mengena subjek pajak, objek paak, tarif paak, dan
ketentuan mengenai pembayarannya.

3. Convenience of Payment
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pgjak,

yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/
keuntungan yang dikenakan pajak.

4. Economy of Collections
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin,

jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pgjak
itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang
dikeluarkan lebih besar dari pada penerimaan pajak yang akan diperoleh.
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2.2.2 Fungs Pajak
Untuk menjalankan fungsinya, pemerintah membutuhkan sumber
pendanaan atau modal. Salah satu sumber pendapatan tersebut diperoleh
dari pungutan pajak. Selain sebagai sumber pendanaan, pungutan pajak
juga dapat digunakan sebagai pengatur dalam melaksanakan kebijakan
pemerintah. Menurut Mardiasmo (2011:1-2), ada duafungsi pajak, yaitu:
1. Fungsi Budgetair
Pajak sebaga sumber dana bagi pemerintah untuk membiayal
pengel uaran-pengel uarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak sebagal alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh, pajak yang tinggi
dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi
minuman keras, pagak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang
mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
Selain duafungsi pgjak tersebut, pajak juga memiliki fungsi lain
Sari, (2013:40) yaitu:
1. Fungs Stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat
dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur
peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang
efektif dan efisien.
2. Fungsi Re-Distribusi Pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai
semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayali pembangunan
sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
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3. Fungs Demokrasi
Pgjak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong
royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada
masyarakat pembayar pajak.
2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pgak tidak menimbulkan hambatan, maka
pemungutan paak harus memenuhi sSyarat sebagai  berikut
(Mardiasmo,2011:2):
1.Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapa keadilan, undang-undang
dan pelaksanaan pemungutan harus adil.Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pagjak secara umum dan merata, serta
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam
pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pgak untuk
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan
banding kepada M gjelis Pertimbangan Pajak.
2.Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Y uridis)
Di Indonesia, pagak diatur dalam UUD 1945 pasa 23 ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara
maupun warganya.
3.Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak bolen mengganggu kelancaran kegiatan produks
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi
masyarakat.
4.Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungs budgetair, biaya pemungutan pgak harus bisa ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5.Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan pgak yang sederhana akan memudahkan dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewagjiban perpajakannya. Syarat
ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
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2.2.4 Pengelompokan Pajak
Sari  (2013:43) membagi pengelompokan pagak menurut
golongannya sebagai berikut:
1. Menurut Pembebanan

a. Pgak langsung, yaitu pgak yang harus dipikul sendiri oleh
Wagjib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan
kepada orang lain serta dipungut secara berkala. Contoh: Pajak
Penghasilan, PBB.

b. Pgak tidak langsung, yaitu paak yang pada akhirnya
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain serta pajak ini
tidak mempergunakan Surat Ketetapan Pajak. Contoh: Pajak
Pertambahan Nilai, PPnBM, Bea Materai.

2. Menurut Sifat

a. Pgjak Subjektif, yaitu pajak yang berpangka atau berdasarkan
pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wgjib
Paak. Paak ini disebut paak langsung. Contoh: Paak
Penghasilan.

b. Pgak Objektif, yaitu pajak yang berpangka pada objeknya,
yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan,
perbuatan atau perisiwva yang menyebabkan timbulnya
kewagjiban membayar. Besarnya tidak ditentukan oleh keadaan
Wajib Pgjak. Pajak ini disebut pajak tidak langsung karena tidak
langsung pada subjeknya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Kewenangan

a. Pgak Pusat, yaitu pagak yang dipungut oleh pemerintah pusat
dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan
pembangunan (APBN). Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pgak Daerah, yaitu pgak yang dipungut oleh pemerintah daerah
(baik pemerintah provins maupun pemerintah kabupaten/kota)

dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah
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(APBD). Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan
Bermotor.
2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pagjak

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pgak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel (Mardiasmo,

2011:6-7) yaitu:
a. Stelsel Nyata (Real Stelsel)
Pengenaan pagjak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun
paak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan
stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih redlistis. Sedangkan
kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode
(setelah penghasilan riil diketahui)
b. Stelsel Anggapan (Assumption Selsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh
undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awa tahun paak sudah
dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak
yang berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar
selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.
Sedangkan kelemahannya adalah pagak yang dibayar tidak
berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
c. Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan kombinas antara stelsel nyata dan stelsel
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan
suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya paak
disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak
menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan,
maka Wagjib Pgjak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil
kel ebihannya dapat diminta kembali.
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2. Sistem Pemungutan Pgjak
a. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pagjak yang terutang
oleh Wgjib Pgjak.
b. Salf Assessment System
Adaah suatu sistem pemungutan pagjak yang memberi wewenang
kepada Wajib Pgjak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang
terutang.
c. With Holding System
Adaah suatu sistem pemungutan pgjak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib paak yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2.2.6 Tarif Pgak
Sari (2013:46) ada dua prinsip keadilan, yaitu:
1. Benefit principle
Berapa keuntungan yang diperoleh di Negara yang bersangkutan (seperti
keamanan, fasilitas jalan yang baik), maka bayarlah pgjak sesuai dengan
keuntungannya.
2. Ability to pay
Melihat kemampuan seseorang untuk membayar pajak.Berbicara
kemampuan maka berbicara mengenai penghasilan.

a. Horizontal Equity yaitu orang yang berpenghasilan sama dalam
keadaan atau kondis yang sama, Situasi yang sama, tanggungan
sama akan dikenakan pgjak yang sama pula.

b. Vertical Equity yaitu orang membayar pajak dalam jumlah yang

tidak sama karena kondisinya (income bracket) tidak selalu sama.
Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan adanya keadilan
dapat diciptakan keseimbangan sosia yang sangat penting untuk
kesgjahteraan masyarakat. Dalam penerapan tarif harus berdasarkan
keadilan. Yang dimaksud dengan tarif pgjak adalah tarif yang digunakan
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untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Besarnya tarif pajak
dapat dinyatakan dalam bentuk persentase.

Terdapat empat macam tarif pajak yang dikemukakan oleh Sari (2013:46),
yaitu:

1. Tarif Sebanding atau Proporsiona

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap
besarnya nilai yang dikenai pagak. Persentase yang konstan yang
diterapkan terhadap berapapun dasar pengenaan pagak nya menyebabkan
paak terutang meningkat apabila dasar pengenaan pajak meningkat dan
sebaliknya pajak terutang menurun apabila dasar pengenaan pajak
menurun. Contoh: Tarif PPN sebesar 10%.

2. Tarif Tetap

Tarif yang besarnya merupakan jumlah yang tetap, tidak berubah jika yang
dijadikan dasar perhitungan berubah. Dengan kata lain besarnya pajak
yang terutang dihitung dengan menerapkan tarif paak yang konstan
berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contoh: Tarif Bea Materai Rp 3.000
dan Rp 6.000.

3. Tarif Progresif

Tarif berupa persentase yang semakin besar atau meningkat apabila dasar
pengenaan pajaknya semakin meningkat. Penerapan tarif progresif untuk
menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan lapisan paak.
Dasar tarif progresif adalah sewgarnya wajib pajak membayarnya sesuai
dengan kemampuannya.

4. Tarif Degresif

Tarif berupa persentase yang semakin kecil atau menurunapabila dasar
pengenaan pajaknya semakin menurun. Penerapan tarif degresif untuk

menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak.
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2.2.7 Teori Pemungutan Pajak

Hukum pajak harus berdasarkan keadilan dan untuk menyatakan
keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak, ada beberapa teori
dasar pemungutan pajak menurut Sari (2013:75), yaitu:
1. Teori Asuransi
Bahwa pagjak disamakan dengan pembayaran premi untuk perlindungan
seperti terdapat dalam asuransi pertanggungan. Jadi perlindungan yang
diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan
keamanan jiwa serta harta benda memerlukan suatu pembayaran dalam
bentuk pajak.
2. Teori Kepentingan
Sudah selayaknya apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh negara untuk
kepentingan penduduk (termasuk perlindungan terhadap jiwa dan harta),
dibebankan kepada rakyat. Jadi beban pajak dipungut berdasarkan tingkat
kepentingan masyarakat dalam suatu negara.
3. Teori Daya Pikul
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa yang diberikan oleh
negara kepada warganya dalam bentuk perlindungan jiwa dan harta,
sehingga wajar apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh negara tersebut
dipikulkan kepada yang menikmatinya. Jadi pembebanan pajak harus sama
besarnya untuk setiap orang sesuai dengan daya pikulnya masing-masing.
4. Teori Bakti
Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan warga negara
mempunyai  kewajiban membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya
kepada negara yang menyel enggarakan berbagai kepentingan umum.
5. Teori Daya Béli
Keadilan pemungutan pajak adalah dengan melihat aspek timba balik
terhadap kedua belah pihak, masyarakat dan negara. Warga negara harus
membayar berdasarkan kemampuan membelinya, apabila daya belinya
besar berarti pendapatannya besar pula. Daya beli tersebut oleh negara
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disebut pgak, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat
melalui pembangunan.
2.3 Pengertian Pajak Reklame
Pengertian Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk
menginformasikan, menggak, menganjurkan atau menawarkan produk (suatu
berupa barang atau jasa) kepada konsumen dengan cara yang menarik, sehingga
konsumen ingin memiliki, menggunakan atau membelinya.
2.3.1 Macam-macam Reklame
Jenis atau macam-macam reklame merupakan wujudan dari
reklame itu sendiri. Jenis- jenis reklame dapat dikelompokkan menurut
tujuan pengadaannya, sifatnya, tempat pemasangannya dan medianya, dan
berikut kelompok macam-macam reklame
a. Menurut tujuan pengadaannya yaitu:
1. Reklame non-komersial
Reklame nonkomersial adalah reklame yang dibuat untuk
kepentingan social, yaitu mengajak, menghimbau,
menyampaikan informasi kepada masyarakat agar bersedia
mengikuti pesan yang disampaikan. Reklame ini biasanya
datang dari pemerintah pusat maupun daerah.
2. Reklame komersia
Reklame komersia adalah reklame yang dibuat untuk
kepentingan bisnis. Tujuannya adalah agar mendapat
keuntungan sebesar-besarnya, biasanya datang dari
perusahaan atau bahan usaha milik Negara maupun swasta.
b. Menurut sifatnya yaitu
1. Reklame Peringatan
Reklame peringatan adalah jenis reklame yang digunakan
untukmengingatkan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan
dengan kewajiban dari lembaga pemerintah.
2. Reklame permintaan atau ajakan

Reklame permintaan atau gjakan merupakan jenis reklame
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yang bernada meminta atau menga ak warga masyarakat
agar bersedia menerima gjakan, reklame ini biasa datang dari
pihak pemerintah, swadaya masyarakat, maupun swasta.

3. Reklame penerangan
Reklame penerangan adalah reklame jenisn yang informatif,
itu berarti bersifat menyampaikan informasi kepada
masyarakat. Biasanya sering digunakan oleh pemerintah
untuk menyampaikan program-programnya.

¢. Reklame menurut pemasangannya yaitu:

1. Reklame luar ruang
Reklame luar ruang merupakan reklame yang operasinya
diluar rumah atau gedung. Bentuk reklame luar ruang
biasanya |ebih bebas dibandingkan reklame dalam ruang.
Reklame jenisini misalnya papan nama, papan reklame,
spanduk, pamflet dan LED.

2. Reklame dalam ruang
Gambar reklame yang cocok dipasang didalam ruangan
(indoor) adalah gambar reklame yang berukuran kecil atau
sedang dengan bahan yang tidak perlu tahan oleh air dan
matahari. Seperti reklame yang terdapat didalam rumah atau
gedung seperti di toko-toko, supermarket, digedung bioskop,
dan sebaliknya.

d. Menurut medianya yaitu:

1. Reklame audio
Media yang digunakan adalah suara atau kode bunyi-bunyian
tertentu, baik dengan alat tertentu atau dengan vokal suara.
Contohnya pada bentuk reklame tradisional. Tetapi reklame
audio modern sekarang sudah banyak menggunakan yang

melaui siaran radio.
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2. Reklame visual
Media yang digunakan adalah objek yang dapat dilihat mata
dan gambar, baik gambar diam maupun gambar yang
bergerak (film).

3. Reklame audio visual
Menggunakan media gabungan dari audio dan visual.
Contohnya pada bentuk reklame yang ditayangkan di
televis, dlide atau vidio klip. Penyampaian reklame ini
dianggap paling berhasil karena menarik dan lebih mudah
dipahami.

2.4 Pengertian Pajak Reklame Daerah
2.4.1 Pgjak Daerah

Pgak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pgak daerah menurut Siahaan (2010:9), adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayali
penyelenggaraaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut  Surbakti (2014:213), pemerintah daerah dapat
memperoleh penerimaan pajak melalui tiga sumber: bagi hasil pgak yang
dikenakan dan dipungut oleh pemerintah pusat; tambahan pgak yang
dipungut oleh pemerintah daerah di atas pgjak yang dipungut dan
dikumpulkan oleh pemerintah pusat; pgjak yang dikumpulkan dan ditahan
oleh pemerintah daerah sendiri. Untuk sumber yang ketiga, yaitu pajak
yang dipungut oleh pemerintah daerah harus memiliki dasar hukum
sebagai kewenangannya. Dasar hukum dapat ditetapkan berdasarkan
peraturan dari pemerintah pusat. Namun, ada juga pajak daerah yang
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dikenakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan
daerah.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah akan Iebih mudah
dilihat manfaat dan penggunaannya oleh para pembayar pajak. Hal ini
menyebabkan seseorang lebih bersedia untuk membayar pgak kepada
pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat (Surbakti,
2014:213). Semakin rendah tingkat pemerintahan daerah maka semakin
dekat antara pemungut dengan pembayar pajak yang akan mendukung
teori efisiensi. Akan tetapi, selain keuntungan efisiens tersebut, pgak
yang dipungut oleh pemerintah daerah memiliki masalah yaitu adanya
varias kemampuan administrasi dan kemauan politis antardaerah (Davey
dalam Surbakti,2014:213)

2.4.2 Fungs Pagjak Daerah

Berdasarkan fungsi pgjak secara umum, maka dapat diambil secara
garis besar fungs pajak daerah, yaitu:

a. Fungs anggaran (Budgetair), yaitu sebagai sumber penghimpunan
dana melalui kas daerah untuk membiayai pengeluaran—pengeluaran
atau pembangunan daerah.

b. Fungs pengaturan (Reguler), yaitu pgjak berfungsi sebagai aat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

2.4.3 Jenis Pgak Daerah

Pgjak daerah dibagi menjadi 2 bagian (Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009),yaitu:

Tabel 2.4.3
Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Provins Pajak Kabupaten/K ota
Pgjak Kendaraan Bermotor | Pgjak Hotel
Bea Balik Nama Kendaraan | Pajak Restoran
Pgjak Bahan Bakar
Kendaraan Pajak Hiburan
Pajak Air Permukaan Pajak Reklame
Pajak Rokok Pgjak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
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Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan

BPHTB

Sumber : Undang-Undang No.28 Tahun 2009

2.4.4 Pgjak Reklame
Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, aat, perbuatan atau media yang bentuk susunan
dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenal kan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Berdasarkan Peraturan
Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2011 Tarif pajak ini ditetapkan
sebesar 25% dari nilai sewa reklame.
2.4.5 Objek Pgjak Reklame
Dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang pajak
reklame disebutkan bahwa Objek paak reklame adalah semua
penyelenggaraan reklame, yaitu meliputi :
a. Reklamepapan namatiang/ billboard/ bersinar/ neonbox/ shopsign/
megatron;
b. Reklame kain dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, baliho, banner,
layar toko dan sgjenisnya;
c. Reklame melekat, stiker, termasuk pengecatan pada dinding dan
sejenisnya;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

—h

Reklame udara;
Reklame apung;

=gl

Reklame suara;
i. Reklame film/dide dan
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j. Reklame peragaan
Selain itu objek paak reklame yang dikecuaikan atau yang bukan
objek Pajak Reklame yakni :
a) Penyelenggara reklame melalui internet, televisi, radio, warta
harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sgenisnya
b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk
sgenislainya;
¢) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada
bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesual
dengan ketentuan yang menggatur nama pengenal usaha atau
profesi tersebut;
d) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau
pemerintah daerah; dan
€) Penyelenggaraan reklame lainya yang ditetapkan adakan khusus
untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa
sponsor.
2.4.6 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame
Subjek pgak adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame sedangkan dan
wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
reklame. Reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan
yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pagak
reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila
penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga (perusahaan
jasa periklanan), maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.
2.4.7 Dasar Hukum
Pajak Reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya
harus seluruhnya diserahkan kepada Daerah Kabupaten/K ota. Pemungutan
pajak reklame di Kabupaten Probolinggo saat ini berdasar pada hukum
yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak
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yang terkait. Dasar pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau
kota yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pgak Daerah
dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak
Reklame. Teruntuk di Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2015 tentang pajak Reklame.

5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang
TataCara Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Probolinggo.

6. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pgjak Daerah.

Dengan Pembaharuan Undang-undang dan sistem pajak daerah
diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan
Pajak Daerah yang umumnya dan Pgjak Reklame pada khususnya juga
akan meningkat. Pagak ini dikenakan atas semua penyelenggaraan
reklame. Seperti diketahui pajak reklame dikenakan atas semua
penyelenggaraan reklame, otomatis yang menjadi objeknya adalah semua
penyelenggaraan reklame.

2.5 Pengertian Pemungutan dan Penyetoran
2.5.1 Pengertian Pemungutan
Secara etimologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti menarik
atau mengambil. Sedangkan di dalam ketentuan umum Undang-Undang
Nomor 18 tahun 1997, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu
rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek subjek Pgak
Retribusi, penetapan besarnya Pgjak atau Retribusi yang tertuang sampai
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kegiatan penagihan Pgjak atau Retribusi wajib Pajak atau Retribusi serta
pengawasan atau penyetoran. Dari definisi diatas dapat dikemukakan
bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana
dari masyarakat wajib Retribusi yang dimulai dari himpunan data dari
objek dan subjek Retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya.

Sedangkan pengertian pemungutan menurut Pandiangan (2007:88)
adalah sebagai berikut: “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak atau Retribusi,
penentuan besarnya Pgjak atau Retribusi yang terutang sampa kegiatan
penagihan Pagjak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi
serta pengawasan penyetorannya’.

2.5.2 Pengertian Penyetoran

Priantara (2013) menyatakan bahwa wajib pajak, wajib atau menyetor
pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pgjak (SSP) ke
kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan, yaitu Kantor Pos atau bank persepsi (bank yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagal tempat pembayaran pgjak) atau
sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSP. SSP
berfungs sebagai bukti pembayaran apabila telah disahkan oleh Pejabat
Kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah
mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan, yaitu telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan
Negara (NTPN).

Menurut Pandiangan (2014:39) pengertian pembayaran atau penyetoran
pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh wajib paak untuk
melunasi pgjak yang terutang dengan menggunakan uang ke bank persepsi
dan/atau kantor pos persepsi atau melalui mekanisme lainnya dalam
Administrasi Direktorat Jendral Pajak.
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BAB 3
METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Untuk waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata
(PKN) adalah sebagai berikut :
3.1.1 Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan selama kurang

lebih 1 bulan mulai tanggal 19 Februari s.d 13 April 2018. Adapun
Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam Kantor
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo yaitu:

Tabel 3.1.1 Daftar hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

Hari Kerja Jam Kerja | stirahat
Senin §/d Kamis 08.00 - 15.00 WIB 12.00- 13.00 WIB
Jum’at 08.00 - 10.00 WIB -
Sabtu& Minggu Libur Libur

Sumber: Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
3.1.2 Tempat Pelaksanaan
Sedangkan tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)
berlokasi di Badan Keuangan Daerah Kab. Probolinggo yang beralamat
di JL.Raya Panglima Sudirman No.134 TLP.(0335) 846651 FAX (0335)
846651 Kraksaan-Probolinggo.
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3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan
Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo terdapat 5 (lima) bidang antara lain bidang
anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, bidang pengelolaan
aset, dan bidang pendapatan.
Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas
Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pemungutan Dan Penyetoran
Pajak Reklame Oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo”.
Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan
pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo di Bidang
Pendapatan.
3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis melaksanakan
beberapa kegiatan yang ada di Kantor Badan Keungan Daerah Kabupaten
Probolinggo yang dapat dilihat dalam tabel 3.2.2 berikut ini:

Tabel 3.2.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

Waktu Pel aksanaan Kegiatan Penanggung Jawab

Senin, 19 Februari 2018 a Diterima di Badan a Pak Santiono dan
Keuangan Daerah oleh Pak Susilo
Kepaa BKD
b. Penempatan di Bidang
Pendapatan

Selasa, 20 Februari 2018  Survey Lapangan Pak Arief

Rabu, 21 Februari 2018 Menata arsip pajak PBB Pak Arief
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Kamis, 22 Februari 2018

Membantu input data PBB

Pak Arief

Jumat, 23 Februari 2018 Mengetik surat Pak Arief

Senin, 26 Februari 2018 Mengelompokkan dokumen Pak Arief
pajak

Selasa, 27 Februari 2018  Menggandakan dokumen Pak Arief

Rabu, 28 Februari 2018 Mengecek dan menyusun Pak Arief
dokumen pagak menurut
masa pajaknya

Kamis, 01 Maret 2018 Mengarsipkan surat Pak Arief
keputusan

Jumat, 02 Maret 2018 Membantu menata lemari Pak Arief
arsip PBB

Senin, 05 Maret 2018 Membantu input data pgjak Mas David
mamin

Selasa, 06 Maret 2018 Membantu input data pajak Mas David
mamin

Rabu, 07 Maret 2018 Membantu input data paak Mas David
mamin

Kamis, 08 Maret 2018 Membantu input data pgjak Mas David
mamin

Jumat, 09 Maret 2018 Apd pagi dan menginput Mas David
data pgjak mamin

Senin, 12 Maret 2018 ljin Ke Kampus Ibu Sundari
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Selasa, 13 Maret 2018 ljin Ke Kampus Ibu Sundari
Rabu, 14 Maret 2018 Mempelgjari materi tentang MasTio
pajak reklame yang
diberikan
Kamis, 15 Maret 2018 Input data pajak reklame MasTio
Jumat, 16 Maret 2018 Apdl pagi dan input data MasTio
pajak reklame
Senin, 19 Maret 2018 Input data pajak reklame MasTio
Selasa, 20 Maret 2018 Survey lapangan pajak Pak Arief
hotel
Rabu, 21 Maret 2018 Membuat laporan Pak Susilo
Kamis, 22 Maret 2018 Menghadiri rapat Pak Susilo
Jumat, 23 Maret 2018 M eminta tanda tangan MasTio
kepala bidang pendapatan
tentang pajak reklme
Senin, 26 Maret 2018 Apd dan input data pajak Mas Budi
ABT
Selasa, 27 Maret 2018 Input data pajak ABT Mas Budi
Rabu, 28 Maret 2018 Input data pajak ABT Mas Budi
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Kamis, 29 Maret 2018 Input data pajak BPHTB Pak Arief
Senin, 02 April 2018 Mengurutkan Arsip Pak Arief
Selasa, 03 April 2018 Input data pajak mamin Mas David
Rabu, 04 April 2018 Rapat Pak Susilo
Kamis, 05 April 2018 Input data pajak ABT Mas Budi
Jumat , 06 April 2018 Mengurutkan Arsip Pak Arief
Senin, 09 April 2018 Input data pajak ABT Mas Budi
Selasa, 10 April 2018 Input data pajak reklame MasTio
Rabu, 11 April 2018 Membaca tentang pajak MasTio
reklame disana
Kamis, 12 April 2018 Permohonan ijin Pak Santiono dan Pak
meninggal kan tempat Susilo

magang

Jenis data yang digunakan pada pel aksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu

data kuantitaf. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa symbol angka

atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa
Surat Setoran pajak, Surat Pemberitahuan, dan Bukti pembayaran.
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3.3 Jenisdan Sumber Data
3.3.1 Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data kuantitatif dalam tugas akhir ini adalah data mengenai
penerimaan pgak reklame, dan data angka lainnya yang
diperlukan untuk penunjang dalam hal ini.

3.3.2 Sumber Data
Data dari laporan ini berasal dari dua sumber, yaitu sebagai
berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung dari pusat data
atau melalui survel lapangan (Mudrgad Kuncoro, 2009:148).
Data dalam laporan ini bersumber dari responden secara
langsung yang dikumpulkan melalui survei lapangan dengan
menggunakan teknik pengumpulan data tertentu yang dibuat
secara khusus untuk itu. Pengumpulan data primer dalam
laporan ini melalui wawancara secara langsung dengan pihak-
pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Data Sekunder, yaitu data yang biasanya telah dikumpulkan oleh
lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat
pengguna data (Mudrajad Kuncoro, 2009:148). Data sekunder
dalam penédlitian ini, yaitu mengambil data dokumentasi pada
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dan pada
pihak-pihak terkait lainnya yang dapat menunjang penyusunan
hasil tugas akhir ini. Sumber data sekunder seperti artikel,

internet, jurnal, dan lain-lain.
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3.4 Metode Pengumpulan Data

Di dalam laporan tugas akhir ini, penyusunan tugas akhir menggunakan
berbagal teknik dalam pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Pustaka
Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunkan

buku, internet, undang-undang dan referensi lainnya yang
berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyataini.

b. Wawancara
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui

tanya jawab kepada narasumber.

Nama : Bapak Arief
Jabatan : Sub Bidang Penetapan
Tempat : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

1. Bagaimana cara perhitungan pajak reklame disini ?
2. Bagaimana pemungutan pajak reklame nya ?
3. Bagaimana Penyetoran pajak reklame nya ?

c. Dokumentasi
Dokumentas adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif
dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat
oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Contoh
dokumen Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
buku, dan sebagainya.
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Lampiran 1: Surat Rekomendas Tempat Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Ji. Kalimiantnn - Kamigus Tegalboto Telp (03313 333586, 331342 B ((531) 335986
Jember 68121 Emmil - fisipigune: ocid

Nomor : 0602 /UN25.1.2/SP/2018 14 Pebruari 2018
Lampiran  ; Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Badan Kenangan
Kabupaten Probolinggo
Probalinggo

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas limu Sosial dan llmu Polittk Universitas |ember, maka setlap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikutl kegiatan

magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir,

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa
kami di Kantor Badan keuangan Kabupaten Probolinggo. Adapun nama mahasiswa yang

akan mengikuti kegiatan magang adalah :

[No | NAMA NM Program Studi
1. | lzaul lTham Zulmi 150903101045 Diploma Iil Perpajakan
2. | Debby Yulian Widiarso 150903101022 Diploma 111 Perpajakan
3. | Edwico Riza Ardyansah | 150903101043 Diploma Il Perpajakan

Bersama inf kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PEN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

/

E" /prl Hadi Prayitno, MKes
=== NIP 19610608 198802 1 001
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Lampiran 2: Surat Persetujuan Tempat Praktek Kerja Nyata

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK

JI. Ahmad Yani 23 — Telpon (0335) 421440-434455
PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN UNTLUE MELAKTTKAN SU'R‘H"EYJ'RE.SEA.RCH
Momor: 072725 3 4262042018

lemimca v Surnl dorl ; FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS JEMBER
Tertanggal 26 lonoori 20018 Nomor : 03IWUNIS TSR0 Peribal @ Permohonon ljin
hlaganic

Mengingat ¢ L Undsng-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelition, Pengembangnn

dan Penerapan lima Pengetalisn dan Teknologi;

2. Perateran Bupali Probolinggoe nomor 25 Tahun 2008 Temtang Uratan Tugss dan fungsi
Hndan Kesatunn Bangsa dan Polink Kab, Probolingge.

3, Permuran Menteri Dalam NWegern nomor 64 Tahun 2001 Tentang Pedoman
Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Denigan inl menyuakan TIDAK KEBERATAN dilakukan Survey/Rescanch olch ;

Munsa Peneliti / Penunggung Jawab IZZUL TLHAM ZULMI

ML NIP, : 1 50503 101045

Pekerjann/instans i Mahostswa

Alamat : JL Hasan Bisri BT (7/RW 01 Kel. Sumberiamon Kec, Wonoasih

Thema'Acem Survey/Besarch : Owptimakisasi Penerimasn Pajak di kab. Probolingge.

Dagrub / femgat dilnkukon Survey ( Research @ Badan Keoangan Dueenh Kab, Probolinggo.

Laminya Survey / Resenrch S 19 Pebruar 5 13 April 2018 in berloku sejak 3 bulan sume
dikeluarkam.

Pengikut peserin SBurvey / Research ¢ 2 dus ) orung

Dnugin ketertuan sobagad berikw

L

Dinlam jangha waktu 1 x 24 jam setelah tiba diempat yang ditujo diwajiblkan, melaporkan kedatangannva kepada
Pejabat setempal.

2, Mentnali ketentuan-ketenivan yang bestaku dolom Dacrah hukom Pemermish sstempat,
&

Menjags tata tertib, kenmanon, kesopanan don kesisilaon, serin menghindari periysisan baik dengan lisan mmopun
tulisan ¢ lukisan vang dapat melukai ¢ menymggung perssaan magpun / menghins Agama, Bangsa dan MWegara dar
suatu golongan penduduk. ’

Tidak diperkenonkan meojoianksn kegistan diluar ketentean yong telah ditetapkan sebognimann tersebul dinkes,
Setelah berakbiryn dilakukan survey / resenrch divwajibkan terlebil dabulu melaporkan kepacda Pejabat setempat
mengenai selesainya pelaksmmann survey ! research sebelum meninggatkan doeroh survey / research,

Diatarn junghon wakiv | { sotu ) bulen scielah sélesi dilakukan survey / resenrch divwajibkan memberikan leporainy=
speara leriulis tentang pelaksanaan dan basil-hasilnya kepads Bupati Probolinggo Cg, Kepals Badan Besapsn
Biongsn dan Politik.

Suraf kesrangan il ohan decabal dan diyatakan tidak borfaku, apobila termyats bahwa pemegang sumb ketesangan
inti ticak memenuhi ketentuan sebagaimann tersebut diatas,

Probolinggo, ? Pebrusri 2018
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Lampiran 3: Surat Tugas Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGE, DAN PENDIDIEAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
1L Ballimentan 37 Karpus Tegalboso Telp, (0331) 139585, 131 M2 Fan, (0331} 335586 dember 64121

SURATTUGAS
Nomor : 1042/UN25.12/SP/ 2018

Berdasarkan Surat dar Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolingso nomor
07E 293426204 /2018 Tangeal 07 Pebruari 2018 Perihal Persetujuan Tempat Magang,
maka dengan inl Dekan Fakultas llmu Sosial Dan Omu Polick Universitas jember

menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tereamtum dibawah ini:

NO NAMA NIM Program Studi
1 | tzzul lham Zulmi 150903101045 | Diploma [ I;erpajalﬁn
2 | Pebby Yulian Widiarse 150903101022 Miploma 111 Perpajakan
_] __E{I_WH:D Riza Ardvansah 150903101043 Diploma 111 Perpajakan

Untuk  melaksanakan  kegistan magang di Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo mulal tanggal 19 Pebruari 5.d 13 April 2018,
Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

o, lember, 16 Maret 2018

NIF 19610608 198002100
Tembusan

1. Baddun Kemisgan Dasers v Bshu peten Probolings
L Koordinatsy Prodi Diplesss B Perpsijakan
1 Mahusmiswia j-nﬂ_l.m!ll"‘hﬂinj‘

el Peepayeriian BHA
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Lampiran 4: Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN RISET, TERNOLOG], DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL Kalimanim 37 Kampus Tegalhoin Telp (0851) 235566 83043 Fax (033 F) 335536 fember 68121

SURATTUGAS
Nomor : 1043 /0N25.1.2/50,/2018

Dekan Fakultas Umu Sosial Dan Nmu Politik Universitas Jember mentgaskan kepada:

MNama : Drs. Boadijono, M.5L
NIP +1960103311989021001
Jabatan : Lekror

Pangkat, golongan - Penatalll/c

Sebagal supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas lmu
Sosial dan fmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo , terhitung mulai tanggal 19 Pebruar s 13 April Z018. Adapun nama-nama

mahaziswa sebagai berikut.
MO NAMA NIM Program Studi
1 | Izzul ham Fulmi 150303101045 Diploma (11 Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-bailoya.

Jember, 16 Marst 2018
an. Dekan,
Wakil Dekan 1

Dir. Hadi Prayitno, H.Ke'i?
NIP 19610606198802100

Tembusan

1, Defsan PISIF Unbeersitas Jesbior

3 Hoordinator Prodi Diposns (1 Perpajakan FUSEP IIRE]
1 Hasshap Akademlk FIEIFEIHE’}

0 Pevpeiakey JIK
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Lampiran 5: Daftar Absensi Mahasiswa Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR MAHASISWA,
PROGRAM PRAKTEK KERIA NYATA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABLUPATEN PROBOLINGED

TaMLUMN 2018
Nama IZZUL TLRAY ZUHT
NIM 150 a8z (0 A4S

Mo Tl Jamnmané'm = ,;;_p”hn?nq I ticrondag
v 10 Tebruan 1= D‘?-EB : ngn wmil s

2. |M0 Febrysm 2018 [J?lu a L;In,h r

3. BBl Februss MO8 h‘L!n - |'§.|:Iﬁ =

4, B2 Fabruarei 1018 u?;ﬂ + [S- o u

5 Firbnni 0k (BRI = 110,00 '%.‘

O perenedok Inp3al e lIs.00] A |

T T Februa 2018 IR 1py = 15,00 ?‘k _' =

8. PE Februsr 2018 n?.?)ﬂ |5.ﬁn g

G I Mt 00K 07300 A |I5.00 VS

10 o Mot 200K D‘;.'_{n 'ﬁ; Lﬁgq =t =8 :
11 B3 M 2008 h}jﬂ : i_sﬁ_q ! - il o8

12 Do Moo 1048 W,EQ = |l EW .

13 |7 Mlarer 2018 TED - |'5.T.‘Jh-_. -

14 B Marer 2018 TG H - [\s80 %

15 pves 08 0730 BA- |l0.00] ZA- | = F
T8 12 Mimad 018 — \ — 1 | Ko Koampue
-1? |I1 Mt 005 | — | =_| | ].“. Kﬁ""i\ﬁ
18 14 Mame) 2008 Nizn ﬁ* 18 0o _'a, i !

s fmerore 07,3 A (1500 2
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DAFTAR HAINR MAHASISWA
PROGRAM PRAKTEK KERJMA NYATA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBCHLANGGD

TAHUM 2078
Mama EWZWFH\
HIM IS0 402 01 448
Diatang

= Ralerangsn

I Mo 000 | 47,20
1 More 201§ ﬁi-'s'ﬂ

B0 Marel 2013 oo

PiMa 018 [ 3

2 Mare: 2ULE 03 .30

B3 Ml 2045 UF30

TSI YR T

B Maarer 01K (13n

4 Maret 1018 U?Jﬂ

B Wares 2018 nlit

2 Agel 2018 (] L

i3 Apel 2018 b?u.lh

WAl Jil R ElT-_Lt‘:

15 Aprl 1R bt.30

16 April 248 0izn

WAl 2018 I} 1y

< (TR TR

11T April 2018 &} 2y
12 .,'L;ml T T:.ﬂ Ilyi:}

Pl i
| I R E e
2 |

Probalingga. 19 | ebsan 2018
Irvatrukbur Mgy,
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Lampiran 6: Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU S0SIAL DAN ILMU POLITIK
1 Ralirssmtan - E s Toasl oo Tedp, (031} 135586, 3391343 Faue {33 1) JA5588 Soomvbe 5171

KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGL DAN PENDIDIR AN TINGGH

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM S5TUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

NO, INDIKATOR PENILAIAN m(::;l' Al HURUF

| | Penguasaan Materi Tugas E?I ([ frguds f-;u’aﬁ MJ A8

2 | Kemampuan | Kerjasama 7 foyde prdity -&mj A8 ';

3 | Btika fo ( delagn  peiths | A

4 | Disiplin 0 delapase  puitan | A
NILAI RATA - RATA |

|dentitas Mahasizwa vang dinilai @

M cfREUL Wk HAM 2
MNIM . gogoiiciogr -
Jurnsan 1 llmu Administrasi
Program Swudi ; Diplome 11 Perpajakan
Yﬂ’“m NI SUNDARI & S8
NP -.i‘ﬁs?ff-f AGESef 2 ong
Juhatan PENCENDALI AN DAN PENEEMBAL AN

Aw EEUMEA  DACRAN AR PROBOLIAIGED

..............

[ NO.
1 =B A Istimewa
2 | TE<AB< B0 AB Sangat Baik
3 | T0sB<T78% B Baik
4 | BESBC=70 | BC _Cukup Balk
5 | B0=C<65 c Cukup
6 | BE=CD< &0 co Kurang
7 GO=0= 66 D Kurang
& | #5=0E< 50 DE Eangat Kurang
| <45 E Sangat Kurang
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Lampiran 7: Surat Tugas Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGG]
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
1L Malimesning 37 Keenpuss Tegaiboto Telp. (0331) 335586, 311342 Fax. (03313 335586 hernber 66121

SURATTUGAS
Momor : LOG0/UNES. 1.2 /5P /2010

Bertasarkan Relomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D 01l Perpajakan
Fakultas il Sosial Dan limu Politik Universitas Jember, maks Dekan Fakultas Omuo Sosial
Dan Umu Pelitik Universitas jember menugaskan nama tersebut dibawah ink:

FANCKAT/ ,
L8] NAMA GOLONGAN JABATAN KETERANGAN
1 | Drs. Hoedijons, M5, Penata
MNIF. 19610331 198902 1001 e e =
Untuk membmbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :
MNama 1 Jzzul lham Zukmi
NIM 1150303101045
Program Studi ;DI Perpajakan
Judual : Analisis Prosedir Pemungutan pajak Reklame Sebagai Upaya Peningkatan PAD

di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolingge

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksamakan dengan seballe-bailnea,

Ditetaphan di [ember
Pacla Tanggal : 16 Maret 2018

Tembasan

1. Dosen Pembimbing

X Kasubag. Pendidikan

% Mahasiswa yang bersanghkwtan
4 Kazubay. Keu & Kepeg.

5 Pertinggal 4

ki fpa parigaiam
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Lampiran 8: Daftar Lampiran Konsultasi Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN RISET, TEKMNOLOG], DAN PENDIDIEAN TINGGL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

] - Kanpus Tegalboto Telp, (0131} 135586, 331342 Pan (0331) J33506 homber 64 111
Fra T iy e Tel 05103 1172

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA 11l PERPAJAKAN - FISIP UNE]

Mama IZZUIL ILHAM ZULBI
MM - 150403 101045
Jurusan lmu Administrasi

Program Stadi ; Diplom 13 Perpajakan
Adamat Asal  Probolingge, Kec, Wonoasih, Kel, Sumbertaman, RT 07 fW 01, fL. Hasan Bisri

Judul Laporan
{bahasa Indones)

PROSEDUR PEMUNGLTAN DAN PENYETORAN PAJAK REKLAME OLEH SBADAN
KEUANGAN DAERAH KABLPATEN PROBOLINGGO

(bzhasa lngars)

COLLECTION AND DEPOSIT ADVERTISEMENT TAXES PROCEDURE DBY
PROBOLINGGO LOCAL FINAMNCIAL GOVERNMENT

Diosen Pembimbing © Drs. Boedijono, M.S1

TANDA
NO | HARUTANGGAL JAM URAIAN KEGIATAN | TANGAN
PEMBIMBING
I | Senin, 16 April 2008 | 09.00 54 10.00 WIE | Mengajukan Judul TA -
2| Jumat, 27 April 2018 | 08005, 09.00 WIB | Bimbingan Bab | A
3 | Rabu, 07 Mei 2018 | 11,00=.d 12200 WIB | Bimbingan Bab 2 A
4 | Selasa, 22 Mei 2018 | 09.00 5.4 11.00 WIB | Bimbingan Bab 3 2
5 | Senin, 04 Juni 2018 | 09,005 13,00 WIB | Bimhingan Bab 4 2
6 | Kamis, 21 Jum 2018 | 02.00s.d [1.00 WIB | Bimbingan Bsb 3 =
7 | Senin, 02 Juli 2018 | 10.005d 11,00 WIB | ACE Sidang
Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsullast agar ditanda langani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dakam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PEN
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Lampiran 9: 1jin Reklame

a0 A

. L eE4-07Es

d PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAMNAN TERPADU SATU PINTU
Jakan Haya Dringu No. 19 Kecamatan Dringu Telp.fox (0235) 424175

Probolinggeo - 67271

KEPUTUSAN KEPALAL DINAS PENANAMAN MOBAL BAN
PELAVANAN TERPADL SATU PINTU KABUPATEN FROBOLINGGO
MO SOMEMRM 20,1 14200%

TENTANG
LI HEKLANE
KEPALA TINAS FENANAMAN MODAL DAN
FELAYANAN TERFADL SATU MNTU KAHYPATEN PROBOLINGGQ

DARAR

Peratunn Dugraly Kabopaim Probmlingre Momee 15 Talu 3315 wokang Peeubahan Ami Periuras Desrah Momar 10 Tihun 3050 iomang

Pajeh Daszah |
. Peramran Bupsi Prohalingge Nomor 7T Talees 2006 wnesg Kedudulon, Susunen Orgomsesl, Togas dn Pusgss sena T Koejs Dasas

n Mol Telaryemsen Teepasd St Pinin Kb Profeiigps |

3. Peraturn Boguil Probolinggn Momor T Tehun 2008 weolsag Pedelegsin Keweampan Dibidany Perizimn den Non Periginan Kepato
Diinas Pesumarman Modsl dan Pelivanan Tensdy ety Praby Babugesien Probolingos

l . Ao Hupall Prolsiisgpo Nomee 2 Teliin 2007 temisng Tels Cas Pesyolengiaman Reklune di Babepsoen Prebolinggn,

4

-

MEXGLITNEAN KEPATA ;
Wan Teresriaan T "LEEAN NEONR" OV
Aol + KEDUMNG ANY AR VIS |8 RT.000 RW, 0 KELURAHAN SAWAHAN KECSAWAHAN
KOTA SURARAYA - IAWA TIMLR
Jeni Reklaime  NECM BOX
Uy VR 10SM X2 SIS, I8 K 00508 X 2 BIST DAN 1 900 X 0, T5M X | SIS
. Tamlat 1 RUMNIT
M hitiakn 114 FEBRLAJL 2018 =4 20 JANLARL 2009
¥ Lirkai VL RAY A BULANG, GENDING PROGOLINGIO
Tuamat + INDOIMAILET

Dieagam ket brafvwa ijin ini tidak berkaba by, apalils:
I Tjin pamesangin reblame Insidestil diteriban maksisss 00 (emim puluh) ho kabmder Sangan | (sstu) kali perpanjongan. Dan uneok
perpminngan selajiitya wijib pesdsh lokasl dan hams mmpganti dengan baten yong bars ;

L Hin pemesnrgan reklame yang diterbitican aleh Dinss FPenanmsm Mosdal dan Peluymos Tepada Sani P tkdak dapat dipindaliiesg il an
kepaida pihak i g peneagum letulis dari Dinm Py Mebodial dhan Poliy Terpaihs Suin Pl

T Agarbiia ijin tetab dica b, mede gl aigganan rbdmme dinyiakian tidek berlaku.
. Surst i Scabiur, apablle
Fegitlams tidak sesumi dengan |jin vang diberikan;

wH T

Tenlsgut kemmgkinm menyisggung | kcsasiluan atns kmp orang ki,
Drapat mangakihaikan terpanggunya keindahan, kennmus de keteritae ummm,
a h Duazrah brurmsh kot [oikai ifiin okl kepentingan e
Diketuarkon di : Probolinggo
Padn Tanggal 1 14 FEBRUARD 2018
KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN
PELAY AMAN TERPADU SATL PINTL
EABUFATEN PROBOLINGOO

ﬂ/

Ll T D VR DR (T R e

' / b
Wenvhens [ Fmrma &l
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Lampiran 10: Surat Permohonan Izin Reklame

Kepadn Yih ¢
Kepala Dines Penananmn Modal den PTSP
Fubupaten Frobolingeo
di
FROBOLINGGO

SURAT PERMOHONAN IZIN REKLAME

| oMo e W

Yang bertenda tongan di bawah ini -

Martia Pemohon . Dul_[moau (ermei e

Keluruhan [ Desa Mmm” #iL

Kecamntin I ;&WHW ;

Kabupiaten J

Propinst

Namor Telepon | Fax / HIP
Wama Perueahasn
Jenis Reklame
Tema Reklame ]
Ukuran Reklame (o nhothea - (3age)2 s — (Lo x4 70) 16t
Jumlah titik Jokas: z st e i N ey
Masn berlaku - Fmﬂfﬂ}?*ﬁwﬂilﬁ ............ v

Diemikion surat permohonnn ini welsh diisi 7 diba dengon sebensmya dan apablla di

@ omudian hari termyuia keteramgan-keterangan tersebist tidk bemar, knini bersedia dieabot in Rekdame
*-nyn yang teleh diterbitkon don atmy ditunmt sesus dengan peratiran peritdanp-undangan yang
berlaku,

Prabolingga, ':‘.PFMF‘E Eﬂ.{?
Pemahon / Pemilik / Penanprung Jawab Perusaligan

*1 fin pang sudah faal can belum digmpdl selambat-fambataye 1 buion teritung
vlori fanggel terdit dan cpebllo kehilangan berkas diior tonggung jewih komi
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Lampiran 11: Profil Perusahaan

PROFIL PERUSAHAAN
Muma Perusahaan } C""‘I!.ZMHNEC}M ....................................
Alamat Persahan It kepuncaniag. 218 LiRnses,
Bergerak i Bidung - MI..-EIE-'HEIME ..................................................
Produk Yang Dikclusrkan o R R sl L,
Nama Pimpinan . Wi [mosH lestaRi
Momor Telepon 3 ﬁﬂ‘%[@f‘ .................................................
MomuorFay B BTl e
Bl o T U e s i S T

MelampickanSIUP don TDP (UniukBadan Usako)
Bemikianprofil perusahaaning kami bustuntukdspaidiperpunakansebagatmanamestinyu.

. Probalinggn, FP{EEEMAEH ?.ﬂ.'n?.
Pemohon / Pemilik / Penongpung Inwab Perusahaan

OBt 1 Ut L ury
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Lampiran 12: Surat Pernyataan K ebenaran Dokumen

P o SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

1. Yang bertunds tungnn dibawah ini :

o i b osrt lesmed

o Tempat/ tnggal lnhic: SLIRABATA %0 06~ 1977,

o NaKTP/SIM . 267 PO TOOCTTO0M0 . o

ol i L. leemmbAntat /2 Luragays
MENYATAKAN

2. Bahwea dokumen kelengkapan pessvaratan permohonnn ijin yang terlampir adalah benar dan
segual dengan nslnya.

3. Apabila dikemuedian har termyata bohwe pernyactean sava tersebut tidak benar, soya bersedia
. dikenakun sanksi’ hukuman memsrut ketentuan! peraturan vang berlaku dan digabut fjin
usabunyn,

4. Dremikian sl pemyainon ind sayn bunt dengon sebenirmy.,

65


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 13: SSPD (Bukti Bayar)

PEMERINTAM KABUPATEN FROBOUNGGD SSPh
‘
.
BADAM KELIANGAN DAERAH (BLFKTE BAYAR)
Al Saroyn Mo, 49 Tahun : 2018
PROBOLINGGO
Hasms i PT. INCSAARCD FRISMATAMA,
Aamat { IL PIERRE TEMDEAN 934 XARANGREID, SUMBERZARI, JEMBER
NEWRD i P 1 000308 08 009
Mass Pajak ! 1 tahun
' Ayt Jenis Pajak Jumish
"21000401  |[Pajak Rekiame Papan Nama (Brand ; indomares)
Ukuran 3ImEliSmudsiy Ap 1.575.000
1Amx 063 mud sis Rp 945,000
1190 mx 0,75 2 1 sha i 456 250
Maza + 29 Januari 2018 5/d 28 Januari 2019
Larkasi 1l Raya Bulang, Sanding, Probalinggo
Mmih s 2,676,250
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Lampiran 14: Persetujuan Titik Lokasi Reklame

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATL PINTU
II: Reya Dringu No. B1 Telepon/Fax [0335] 424175
PROBOLINGGOD

PERSETUJUAN TITIK LOKASI REKLAME

Mama i P gpbaH Lestael —
Alamat AL EEpubt  anyAaR § Y cora  Shembenrs
-Nama Perusahaan : ¢y, lEzap BIEDR

_lenis Reklame I MoK BoX
Titik Lokasi . Bage Bulang . £ending

_dx LS m o= Aus
FaoDay M w RS

Probolinggo, 9 fewrwarr MW
Mangetahui,
a/n. Kabid Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Kasi Fenerimaan & Peqprosesan Perijinan

) By e oo aon Selum digmed selambat-lombatrya 1 bufon ferbitung
S et ciom ppobil kehilongon barkas dliuar tenggung lowek kami,
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Lampiran 15: SKPD Reklame

PEMERIMTAN NABLIFMICIT M i s e = a nrw
BADAN KEUAN GAN DAERAH
JI. Suroya Mo, 48 Praboinggo

Tulp. (0335) 431134 Maga Pejak :
PROBOLINGGO Tahun . OIS/SKPOYREKLAME/Y/2018

[SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)

P, IMDOMARCD PRISMATAMA

Nama

L. PIERRE TEMDEAN D04 KARANGREID, SUMBERSARL, IEMBER

Alamat

T |
NPWPFD

Targgal Jaluh Tempe

Mo Ayal Jenis Pajak Jurah (Rp)
1 41010401 ‘ajak Reklzme Papan Nama (Brand ! Indomaret)
Uikuran +Amu1,05 mu 2 sis ) Rpl.575.000, 00
Imx 0,63 mxd sisl kp 945,000, DD
1,90 mx 0,75 % 1 sisi Rp 356.250, 00
| aikas| + JL. Rays Bulang, Gending, Frobolinggo
lasy Pajak : 29 danasari 2018 5d 28 Januari 2019
Jumlah Rp2.876.250, 0O
Dengan hurul
rUAMADEUP.IH RATLUS TUILH PULLH ENAM RIBU DUA RATUS LIMA PULLUH RUPAH
.P.EEAMH_!

1.  Harap penyelorzn dilakukan metalul BADAN KELANGAN DAERAH KABUPATEN
PROBOLINGGO dengan menggunakan Sural Setaran Pajak Daersh (S5P0)

2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar selelah lewal paling lama 30han
salak SKPD ini diterima dikenakan sanksi adminisirasi berupa bunga sebesar
2% per bulan

29 Janasari 2018

Probolingge,
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Lampiran 16: Surat 1zin Usaha Perdagangan (Mikro)

i Fos - ‘

015111

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jl. Arit Riachman Haldm No99 Telp.(031) 5545343, 5862001, Fax, 5045343
SUBABAY A BONT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( MIKRO )

NOMOR ¢ B0/ 34914/ 438611/ 205

[Hama PERUSAHALN : OV [ZZAN NEDH

[MaMA PENANGGUNG JAWAB & © DWI INDAH LESTARI

HABATAN

ALAMAT PERUSAHAAN 1 JL KEDUNG ANYAR 815
KELSAWAHAN KEC.BAWAMAN

[ SURABAYA

MOMOR TELEPON : BH1G45ERSD FRAX :

KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN

(TR0AK TERMASUI TANAHDAN  : R 28,000,000,

BANGUNAN )

HELEMBAGAAN ¢ PERDAGANGAN

IKEG2ATAN USAHA (KBELIY) + JASA (T30}

EARANGUASA DAGANGAN : mpmum%
LTAMLA

*IZIN [Nl BERLAKL UNTUK MELAKLIGAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURLH WILAYAH
REFUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MEMJALANKAN U

EDAFTAR UILANG SETIAP & {LIMA) TAHUN SEKALL Batambal-larhatrym hmmﬁﬁl M

- ZIN TIEAK UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN LSAHA SELAIN YANG TEACANTLIM DALAM SIUP NI
- PENERBITAN SIUP INI TIDAK DIPFUNGUT RETRIBLES|

DILAKUKAN PENINJALAN KEMSAL] TERHADAR S|P YANG TELAH DIBERBAN

~APABILA TERJADI PELANGGARAN TERHADAP PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP NI AKAN

A1BDISRR1S

HIP 19540421 1985031011

T
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Lampiran 17: Bulang 1

BULANG

70
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Lampiran 18: Bulang 2

BULANG

71
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Lampiran 19: Denah Lokasi

Tl
HACG

nagalel Jd

?..n E_ T Cordirg
Eﬁumﬂ 21

- 0IINNIE0U ) HV

- aENTOFFIA - B DR T4
- NG RONRS Sk
SN AEaenngs) | 19

iy

D
kTl

ey
(g4}
Tides |
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Lampiran 20: Permohonan ljin Reklame 1

@ IZZANNEON

o e | ey s,

Homar 07/ 16 0010

Hal * Pesrnichanan (jin rekisms
Lamp. @ -

Kepada Yth,

DiNAS PERIJINAN

KABUPATEN

Barsama ini Kami dari [ZZAN NEON mengajukan permahonan ijin reklame INDOMARET di
ALAMAT

Speslkasi bahan dan ukuran
A, Bakan konsiruks
. 1. begisky Ix2dandx 4

2 pipe gas Sdm

B. Liwirgmn mean bay 2 moka

labar 11,05 m
panjang : 3,00 m
tebal :030m

tinggl iang penyanggah : & m
tinggl ruang kosong : §m

mﬁan isl surat permohanan inl kami buat dengan sebhanar-nanamya. akis pematian dan herjasamanya Kaml ucapkan tenrma

.Hurmut kami'

offica : JI Kedung anyar 8 Nao. 18 surabaya, Telp { Fax. { 031) 7321658

workshop : JI. simo tambaan sekolahan No, 30 surabaya, Telp, { 031 BO5BE587, 78166441
031; T321656,081-330-214-214

spesiallst @ Neor sign - neon box - Cllboard - kstter - spandu - Balino  dil
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Lampiran 21: Desain Gambar Reklame 1

L
105 cm



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 22: Permohonan ljin Reklame 2

IZZANNEON

PRQDUCT & BERVICE

e LA B s e

MNomor 077 15 /0010
Hal Permabenan ijin reklama
Lamp

Kepaaga Yih,
“DINAS PERIJINAR
KABUPATEN

Barsama inl Kamd dan [ZZAN NEON mengajukan permohonan fjin rekiame INDOMARET di
ALAMAT |

Spesikasi bahan dan wkuran
- LIRurgs mancet b 1 muka

.B lebar 10,76 m

panjang = 1,%m
tebal  :0,15m

Damikisn i sural permchonan ind kami buat dangan sabenar-berarnya, alas parhatian dan kerjseamanya Kami scapkan
lerirma kasih

Hormat kami'

office : M. Kedung anyar B Mo, 18 surabaya, Telp f Fax. | D31) 7321656

workshop © L simo tambaan sekalahan No. 30 surabaya, Telp, { 031) A
{ D31) T321666,081-330-214-214

fpasiaist | Neon sign - neon box - billbodrd - letfar - spanduk - Ballbe o,
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Lampiran 23: Desain Gambar Reklame 2

76
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Lampiran 24: Tanda Bukti Setoran Pajak Reklame

77
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Lampiran 25: SSPD Pajak Reklame

78


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 26: Surat K etetapan Pgjak Daerah (SKPD) Pajak Reklame

79
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Lampiran 27: Tanda Bukti Setoran Pajak Reklame Dari Bank Jatim

80
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Lampiran 28: Daftar Nilai Sewa Pajak Reklame

81
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Lampiran 29: Lampiran hasil wawancara

Nama : Bapak Arief

Jabatan : Sub Bidang Penetapan

Hari, tanggal : Kamis, 17 Mei 2017

Tempat : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

1. Bagaimana cara perhitungan pajak reklame disini ?
Jawab:
“tinggal dikali 25% saja, contohnya seperti ini, ada suatu PT
ingin memasang reklame papan nama bersinar ukuran 3 x 4
terus dikali sesuai dengan nila sewa reklame yaitu Rp
1.000.000, setelah itu tinggal dikali 25%, hasilnya Rp
3.000.000”

2. Bagaimana pemungutan pajak reklame nya ?
Jawab:
“tinggal dipungut saja, wajib pgak datang kesini menerima
SKPD, setelah itu BKD mencetak SSPD dan diberikan kepada
wajib pajak”

3. Bagaimana Penyetoran pajak reklame nya ?
Jawab:
“kalau penyetoran itu ke bank jatim mas,wajib pajak membayar

ke bank jatim sesuai pajak yang tertera di SKPD”
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Lampiran 30 : Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun

2015

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

FERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 15 TAHUN 2015
TENTANG

FERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR : 10 TAHUN 2010

Menimbang

Mengingat

TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

bahwa pajak daerah merupakan salah sam sumber
pendapatan ash daerah yvang memiliki peranan yvang sangat
strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan
daerah dan akan dipunalean untuk keperluan daerah bagm
kemakmuran rakyat ;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Deersh dan Retribusi Daerah,
maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak
Daecrah periu disesuaikan ;

bahwa berdazarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu mengubah Peraturan Daerah
Nomor 10 Tanun 2010 tentang Pajak DPaerah dengan
Peraturan Daerah,

Pazal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubilik
Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi  Jawa Timur (Beritee. Negara
Tahun 1950 Nomor 41] sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun §965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 2730) |
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10,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Berzih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Megara Republik
Indomesia Tehun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ;

Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2002 tentang Pengadilan
Pajak [Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4189} ;

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355] ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksasn Pengelolaan dan Tangsung Jawab Keuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400 ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Ferimbangan Kruangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Nepara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Momor 112, Tambsahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038 ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Deerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50449 ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan lLembaran MNegara Hepublik Indonesia
Nomor 5234 ;
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12.

13,

14,

15,

16,

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indenesia Taebun 2014 Nemor 244, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Momor 235, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4657) |

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Fengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomer 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keunangan
Daerah  sebagaimana  telsh  divbah  tersekhir  dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 ;

Peraturan Daerah  Kabupaten  Probolingmm Nomor 09
Tahun 1987 tentang Penyidilc Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo |
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18, Peraturan Daerah Kabupaten Probelinggo Nomor 09
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolasn Keuangan
Daerah ;

19, Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR: 10 TARUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal [
Beberapa  ketentuan dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten Frobolinggo
Womor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Dacrah diubah, schingga berbunyi sehagai
berikout

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingpa berbunyi sebagai berikut -
Pasal 21
{1] Dengan nema pajak rekiame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan
reklame.

2

3] Objel pajak rekiame sebagaimana dimaksud pada ayat [1) meliputi :
Reklame papan nama Tiang/Billboard ;
. Reklame papan nama Bersinar/ neonbox/shopsign |

Objels pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

o ®

Reklame Papan nama menempel ;

e o

. Reklame papan namsa kendarasn ;

Reklame Megatron ;

Reklame shoppainting wall Painting ;
Reklame kain ;

Reklame melekat (stiker) ©

Reklame selebaran ;

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ;
k. Reklame udara |

Fom oo

| -
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l. Reklame suara;

. Reklame film/ slide ; dan

n. Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalsh :

a. penyelenggaragn Reklame melalul internet, televisi, radio, warta harian,
warta mingouan, warta bulanan dan sejenisnya |

b. labelfmerck produk vang melekat pada barang yang diperdagangkan,
vang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis laimnya ;

€. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggaralan sesuai dengan
ketentuan vang mengatur nama pengenal usaha atan profesi tersebut ;

d. Reklame wang diselengearakan oleh Pemerintah -atau  Pemerintah
Daerah ; dan

e penyelenggaraan reldame untuk kepentingan peribadatan, organisasi
sosial kemasvarakatan, perkantoran, pendidilan, atribut parpol.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingpa berbunyi sebagai berilout :

i)
2

(*

4

=)

(@)

Pasal 29
Dagar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Rellame
sehagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan berdasarkan nilai konteak
Reldame,
Dalam hal Reklame diselengearakan sendirt, Nilai Sews Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan fakior jenis, bahan
vang digunalarn, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan,
Jumlah dan ukuran media Relklame,
Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimalkesud pada ayat (2) tidak
diketabui dan/atan dianggap tidak wajar, Nital Sewa Reklame ditetapkan dengan
mengganakan faktor-fakior sebagpimana dimaksud pada ayat (3},
Lokasi penempatan schagaimana dimaksud pada ayat {3) meropakan nilai
tempat atau lokasi yang mempunyal nilan strategls sebagan berthur -
a. HKlasifikasi [ {Jalan Nasional/Provinsi) ;
b. Klaszisikasi Il (Jalan Kabupaten, Kecamatan, Desa),
Hasil perhitungan nilai pajak rekiame sebagaimang dimaksud pada ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,
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Pasal Il
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tangesl diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 385-15/2015
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89

PENJELASAN
ATAB
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK DAERAH

L. PENJELASAN UMUM
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli
dacrah vang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkathan
kemampuan keuangan daesrah dan akan digunakan untuk keperluan dasrah
bagi kemakmuran rakyat, maka perlu mengatur Peraturan Daerah Kabupaten
Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal | : Cukup jelas.
Pasal 11 i Cukup jelas,

e o e g g ey S ey e o gy o S ey oy


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 31 :

Menimbang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1930 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawsa Timur

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017

SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINE] JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 2 TAHUN 2017
TENTARG
TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME
DI KABUPATEN PROBOLINGGD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

pajak relkdame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata

Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Probolinggo.

schagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undsng

Nomor 2 Tehun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2007 tentang Pepnanaman

Modal;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daecrah

dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahurn 2011 tentang Pembentulkan

Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang:Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Perpturan  Pemerintah Nomor 18 Tehun 2016
Perangkat Daerah;

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapaten asli dasrah dari
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8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

9. Peraturan Menteri Dalamm Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang  Pedoman Penyelenggarasn Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah;

11.Peraturan  Daerah  Kabupaten Probolinggo  Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telab dinbah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolingee Nomor 15
Tahun 2015;

12, Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Fembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13, Peraturan Bupati Probolingge Nomor 77 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayvanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Probolinggo,

14, Peraturan Bupati Probolingge Nomer 1 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perjjinan dan Non
Perijinan  keépada Dinas Penanaman Modal dan Pelayvanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN REELAME DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAR |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimalksud dengan :
1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Dacrah, adalah Pemerintah Daerah Kahupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probalinggo.
4. Dinaz Penanaman Modal dan Pelsyanan Terpadu Satu Pintu, adalah Dinas

Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
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1.

11.

13.

14,

15,

|

Satuan Polisi Pamong Praja, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Probalinggn.

Pejaibat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan
dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

ljin, adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan pergturan  perundang-undangan  vang merupakan  bukt
legalitas, menyatakan sah atau diperbolebkannys seseorang atau badan untuk
melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perijinan, adalah pemberian legalitas kepada sescorang atau pelaku usaha
atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk fjin maupun tanda daftar usaha,
Tim Tekmis Perijinan, adalah Tim vang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan
penilaian dan penctapan kelayakan perijinan yvang akan diberikan kepada
pemohon,

Tim Koordinasi, adalab Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan
pengawasan dan pengendalian penyelengearaan reklame.

Bendaharawen Penerima, adslah Bendaharawan Penerima pade Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan

terbatas perseroan  komanditer, perseroan  lainnva, badan usaha milik
negara atay daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organizasi yang sejenis, lembaga,
dana pensiun.bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya,

Reklame, adalah benda, alat, perbuatan atau media yoang menurut bentuk
dan corek ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan  untuk
memperkenalkan, menganjurkan atay memujikan suatu barang, jasa atau
prang ataupun antuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa
atau orang vang ditempatkan ataw vang dapat dilihat, dibaca dan atau
didengar dar suatu tempat olech umum, hkecuali yvang dilakuksn oleh
Pemerintah Daerah.

Reklame FPermanen, adalah reklame vang mendapatkan ijin terfulis untuk
penyelenpparasn reldame vang berlaku selama 1 (satu) mhun,

Reklame Insidentil, adalah reklame vang mendapatkan fjin tertulis untuk
penyelenggaraan reklame vang berlakn kurang dari 1 (satu) tahun,
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19,

20,

21

22,

23,

24,

235

4

Reklame Papan/Billboard, adalah reklame vang terbuat dari rangka besi, seng,
aluminium, fiberglass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang
sejenis, dipasang pada tempat vang disediakan {berdiri sendird] atau digantung
atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembaok, dinding, pagar, pintu, tiang
dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tdak berainar.

Reklame Megatron, adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar
berupe program reklame atau  iklan  bersingr maupun tidak dengan
gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan
difunpgsikan dengan tenaga listrilk termasuk LED dan Videotron.

. Reklame Wall Painting, adalah rekdame yang diselenggarakan dalarm bentulk

coretan-coretan yang bernuansa seni dengan menggunakan komposisi warna,
garis dan bentuk untuk menginformasikan atau mempromosikan suatu
produk barang atau jass yeng diselenggarakan pada dinding atau bidang
bangunan.

Reklame Baliho, adalah reklame yang dibuat dari papan Kayu atan bahan lain
vang sejenis dipasang atau dibuar pada bangunan tembok, dinding, pagar,
tiang,

Reklame Spandule/ Umbul-Umbul/Poster, adalah reldame yang
diselenggarakan dengan mengpunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik,
karet atau bahan lain vang sejenis,

Reklame Tinplate/Seng Plate, adalah reklame yang diselenggarakan di luar
ruangan (ruang terbuka) dalam bentuk papan iklan yang terbuat plat/seng
atau bakan yang dipersamakan vang dipasang dengan tiang atasupun
menempel dalam bentuk yang sederhana.

Reklame Seclebaran, adalah reklame vang berbentuk lembaran lepas yang
diselenggaralkan dengan cara  disebarkan, diberikan atau dapat diminta
denpan  ketentuan tidak wuntuok ditempelkan, dilekatkan, dipasang,
digantungkan pada suatu benda lain.

Reklame Stiker, adalah reklame berbentuk lembaran |epas dizelenpgarakan
dengan cara disebarkan, diberikan atan dapat diminta untuk ditempelkan,
dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suat benda dengan ketenfuan
luasnya tidak lebih dart 200 em? (dus ratus sentimeter persegt) per lembar.
Reklame Film/Slide, adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca film
atau hahan-bahan lain yang diproveksikan pada lavar putih atau benda lain.
Reklame Suara, adalah reklame yvang diselenggarakan di udara dengan
menggunakan kata-kata yvang diucapkan atau denpan suara yang dittimbullan
dari atau cleh perantara alat.,
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5

Zona, adalah batasan wilayah tertentu [(kawasan| vang sesual dengan
pemanfaatan wilayah yvang dapat dipergunakan untuk lokssi pemasangan
reklame,

Titik Reklame, adalah tempat danfatau lokasi reklame didirikan atau
ditempelkan.

Panggung Reklame, adalah sarana, tempat dan atau fasilitas untult memasang
reklame insidentil (spanduk],

Penyelenggara Reklame, adalah orang  pribadi  atau  badan  yang
menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk
dan atas nama pihak lain,

Uang Jaminan Bongkar, adalah vang jaminan untuk biava pembongkaran
reklame apebila pads jatuh tcmpo masa berlaku jin tidak dilakukan
pembongkaran oleh pemasang rellame,

Burat Persetujuan Lokasl Reklame, adalah surat vang diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayansn Terpadu Satu Pintu tentang persetujuan
lokasi pemasangan reklame berdasarkan Berita Acara penilaian dan penetapan
lokasi oleh Tim Teknis Perijinan.

Burat Ijin Reklame, adalah surat ijin pemasangan reklame yang diterbitkan
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelab
terpenuhinya persyaratan dan ketentuan perijinan reklame,

BAB I
JENIS REKLAME
Paszal 2
Jenis reklame dibedakan menjadi ;
a. reklame permaner;
b, rellame insidentil.
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a, terdiri dari ;
a. Papan Nama Tiang/Billboard;
b. Papan Nama Bersinar:
¢, Papan Nama Menempel;
d. Papan Nama Kendaraan;
e, Megatron;
f. Wall Painting.
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Lampiran 32 : Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2011

r L

BUPATI PROBOLINGGO

_—————-—._.________

PERATURAN BUPAT] PROBOLINGGO
NOMOR : A0 TAHUN 2011

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang

Mengingat

NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MLAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Bahwa  dengan diletaplannya -~ Peraturan  Duaerah
Kabupaten Probolingge Momor 10 Tahun 2010 tentang
Pujak Daerah serta dalam rangka menjamin efisicns! dan
efektifilas pelaksanaan pembayaran dan penyetoran Pajalg
Dacrah, moka dalam  pelaksanaan operasional  periu
adanyn pelunjul pelaksiraan :

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimann dimalesue
pada hurul p, periy menslupkan Peraturan Bupaii lentong
Petunijule  Pelaksanann Peraturan  Dagrah Kabupalen
Probolinggs Nomor 10 Tuhun 20 W lentang Pajak Dacrah.

Unt|ﬂ.l.1]:'Ul'Jthllg Nomor 12 Tahun }950 lentang
Pembentukan Dacrih-dasral Kabupalen dolam
Lingkungan Propinsi Juws Timur  sebagaimang telul
diubal dengin Undang-Unding Nu:n;:rﬂ Tahun 1965 ;
Undang-Undung Nomor 7 Tabun 2004 tenlang Sumberdaya
Air [Lembaran Negara Repablik Indonesia Tahun 2004
Nomer 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Induncsia
Nomor 4377 ;

Undang-Undang  Nemar 32 Tehun 2004 tentang
Pemerintahan Daeral (Lembaran Megarn Republile
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10,

ldonesia Tahun 2004 Momor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republil Indonesin Nomor 4437) scbaguimana telah
diubah terakhir denpan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negarn Republik [ndonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor <844

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 lentang -Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Momer 132, Tambuhan
Lembarnn Negara Nomar 4444) ;

Undang-Undang Momwr 10  ‘Tehun 2009 tenlang
Kepariwisataan {Lembaran Negara  Republik  Indoncsia
Tahun 2009 Nomor [1, Tambuhan Lembaran Megara
Republilt Indonesia Tahun 2000 Nomor 4966) |
Uﬂd!&mg*Undang Nomor 22 Tohun 2009 lenlang Lalu
Lintas slan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Iﬁduncaiﬂ Tahun 2009 Nomor Y6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 5025) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 lentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacroh (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Mepara Republile Indonesia Nomor S04 ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang
Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomar 8059) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  (enlang
Pembeniukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang
Pengeloluan Keuangan Negarn (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambuhan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
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Menetapkan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Penpgawasan Penyelengparaan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomar 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor $593) ;

12, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
{Lembaran  MNegara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 86, Tambaban Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4655);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah {Lembaran Mepara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 83, Tambaban Lembaran  Megara Republilk
Indonesia Nomur 4853 ; -

14, Peraluran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 lentang Tatn
Cara Pemberian dan Pemanfealan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran MNegara
Republik Indonesin Tahun 2010 Nomor 119, Tumbahan
Lembarun Negara Republilk Indonesiz Nomor 5161) ;

15. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 13 Tahun 2006

. tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daecralhy

sebagaimana telsh diubah terakhir dengan Peraluran
Menter] Dalam Negeri Nomor 21 ‘Tahun 2011 3

16. Peraturan Menleri Dalanj Megeri 53 Tahun 2011 Lo Lagig
Pembenivkan Produk Hukum Dacruh

17, Peraturun  Daerah  Kabupaten Probolinggo  Nomer 00
"Tahun 2007 tentang Organisosi dan Tal Kerja Dinas-
Dinas Kabupalen Probolingpoe

1B. Peraturan Daerah  Kabupatien Probolingge MNomoer 10
Tahun 2010 Lentang Pajak Dacrah.

MEMUTUSKAN :
FERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR
10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.
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BAB [
KETENTUAN UR UM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4.
B

Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.

Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolingga.

Kepala Daerah, adalah Bupat Probolinggo.

Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo.

Instansi terkait, adalah Kantor Penanaman Modal .dan Perijinan, Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi
Jawa Timur BPJ Probolinggs dan DAGP 1X Jember.

- Pajak Daerah yang selanjulnya disebut Pajalk, adalah kontribusi wajib kepada

dacraly yanp terutang oleh orang pribadi alau badan yang borsifat mernakosi
berdasarkan Undang-Undang dengan. tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperlusn daeroh bagi schbesar-besarnya

kemakmuran ralovat.

- Badan, adalah sckumpulan orang danfatau modil yang merapakan kesaluan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tdak melakukan usaha yang
meliputi perscroan terbatas, perscrcan komdinditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milikk Megara [BUMN], atau Badan Usaha Milik Daerah [BUMD)] dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persckutuan, perkumpulan, yayazan, orginisasi  muossa, organisast  sosial
politik, atan organisasi lainnya, lembaga dan bontul badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektf dan bentuk usaha {ola .

Pajak Hotel, adalah pajak atas peloyanan yang discdinkan hotel,

9. Hotel, adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan lermasub josa

iy

11.

13,

terkait lainnya dengan dipungul bayaran, yang mencukup juga motel, losmen,
rumah penginapan don egjenisnyy, serta rumuly ki dengan jumilah kamar
lebih dari LO (sepuluh),

-Motel, adalah penginapan yang menyewakan kamar dilengkapi denpan tempad

tidur selealipus parkir kendardan,

Losmen, adaluh penginapan yang menyewskan Kamar tanpo menyediakan
[asilitas makan.

Rumah Penginapan, adalah rumah yang bersi beberapa kamor wntglk

disewakan dengan hanya memiliki | {salu) dapur itk dapat dipergunakan
eebapai bersama-samao oleh penyewa kamar tersebuy,
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13, Rumah Kos, adalah rumah yang menyewukun scjiumiah kasmar yang dihuni
para mahasiswa atag karyawan yang keberadaanyn dikawasan perkampunyan
dengan keh-cradannya harus melaporkan dulu kepada aparal desa selempal
dan pembayarannya tiap hulan.

14, Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan olch restoran,

15, Restoran, adalah fasilitas penyedia makunan dunfatay minuman dengan
dipungut h&}i‘ar&nr yang mencoleup jugs rumah makan, kofclarin, kantin,
warung, bar dan sejenisnya termasulk jasa bogs /katering,

16. Pajak Hiburan, adalah pajak alss penyelenggaman hiluran,

I7. Hiburan, adalah semug Jenis tontonan, periunjuitn, permainan, disnfalou
keramaian yang dinikmati dengan dipungul bayaran.

18. Tempat Hiburan, adalah persil atsu bagian persil, baik terbuka maupun
tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.

19. Penonton atau Pengunjung, adalah setiap orung dan/atau masyaraksl yang
menonton dan/atau menikmati hiburan,

20. Penyelenggara  hiburan, adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang
menyelenggarakan hiburan dilempat hiburan dengan dipungut bayaran.

21.Tanda Masuk, adalah semua tanda yang sah scbagaj:hukti memasilki Llempnl
hibweran.

22. Harga Tanda Masuk yany selanjutnya disingkayr HTM, adalah besarnya nilai
uang yang melekat pada setinp tanda masuk.

23. ljin, adalah ijin yang diberikan oleh Kepaln Dacrab atau Pejabat yang ditunjuk,

24. Kegiatan Insidentl, adalah kegintaan yang bukan kegiatan rutinitns daripada
sualu lempat-lempal kegiatan lorienl.

25. Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelengraraan reklame.

26. Reklame, adalah benda, alat, perbuatan alau medio yang menurut bentuk das
corak ragamnys dirancoing untul tujdan lcomersial, memperkenalkan,
menganjurkan, mempromesikan  atan unlul  menarik perhatian  umum
terhadap barang, jasa alau badan yang dupsl dilihal, dibaca, didengar,
dirasakan dan/alau dindemul slel umum,

27.Titik Reklame, adalah lempat dan/atnu |okasi dimana bidang reklame
didirikan atau ditempelkan. '

28. Penyelenggara Reklame, odalah  perorangan atau  badan  hukum yang
menyelenggarakan reklame baik untuk dun alas nomoanye sendisi alau untulk
dan atas nama pihak yang menjadi tangpungannys

29. Nilai Strategis, adalah ulkuran nilai yang dilcmpnikan pade Utik-ttik iciepal
prmasangan reklame yang dileategorikan sebapnl lnkasi vang didasarkan
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*y

kriteria kepadatan 1)y lintas, kemudahan pemanfeatan tata ruang kola, pusal

keramaian kota sertg Aspek lainnya yang ditctapkan berdasar klasifikasi kelas
| dan klasifikasi kelas 11

30. Pajak Pencrangan Jalan, adalal; punguten docroh atas penggunaan lenaga

listrile, baik yang dihasilian sendici muupan diperolish dari sumber lain,

31, Penerangan Jalan, adaiak penggunaan lennga lisirik untuk mencrangi jalan
wmum yang rekeningnya dibayar oleh Pemeriniah Docrah.

32. Pajak Mineral Bulkan Logam dan Baluan, sdalah pajak atas kepiatan
pengambilan mineral bukan lopam dan batusn, baik dard sumber alam i
dalam dan/atau permukann bumi untuk dimanfoollkan,

33. Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud didalam peraturan  perundang-undangan  dibidang
mineral dan batubara,

34. Pajak Parkir, adalah pajuk atas penyelenggarunn lempal parkis diluar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun vang
disediakan sebagai suatu usahn, termasuk penyodinen lompal penilipan
kendaraan bermolor.

35. Parldr, adalah lkeadaon kendasaan berhenti alou  tidak bergerale untuk
beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

36. Badan Jalan, adalsh bagian jalan yang michputi selurah jalur lala lintas don
bahu jalan,

37. Bahu Jalan, adalah bagian deerah manfaat jalun berdampingan dengan jalur
lalu lintas untiuk menampung kendaraan yang berhent, keperluan darurat dan
untuk pendukung bagi, lapis pondasi I::aurnh, lapis pondasi dan lapis
permukaan;

38. Pajak Air Tanah, adalah pajak alas pengambilan dun/fatau pemanfalan sir
tanah.

39. Air Tanah, adalah air yang berada di perul bumi termasuk mua air yang
muncul secara alamiah dialas permulkaan tanah,

40.Debit  Air, adalah pemakaian air berdasackan tekanan  air yvang akan
dimanfaatkan untuk kegialan usaha, sedangkan debit air dalam haj ini dimiliki
oleh Pemerintah Daerah.

41. Mata Alr, adalah sumber air pang timbul secara alami dar perat bumi,

42.Non Mata Air, adalah wir yeng diperoleh denpun cara penggalian aloy
pengeboran.

43, Bubjek Pajak, sdalah orang pribadi atau badun yang dapat dikenakan pujak,
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44, Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajuk dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan desrah,

45, Penanggung Pajak, adalah vrang pribadi atnu badan yang berlanggungjawab
atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang dijalankan hak dan memenuhi
kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan dacrah.

46.Bon Penjualan (Bon Bill) atau faklur olau inveice atau bukli penerimaan,
adalah bukti pembayaran yang sckaligus bukili pungutan pajak, yang diterima
oleh wajib pajak pada sant melakulan pemnbayaraon,

4T, Masa Pajak, ndalah jangkn walktu | (sat) bulan kalender atou janghka walkiu
lain yang diatur olch Kepala Dacrah paling lwma 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi wajib pajak uniuk menghitung, menyelor dan melaporkan
pajak yang lerutang,

48.Tahun Pajak, adalah jangkas wakiy yang lumanya | [satu) lahun kalender,
kecuall bila wajib pajuk mengpunakan tnhun buku yang tidak s dengan
tahun kalender.

49. Pajak yang Terutang, adaloh pajak yang horus dibuyar pads suatu saal, dalam
masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian twhun pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,

50, Surat Pendultarun Wajil Pajak Dacrah yang selunjutnya disingkal SPWPD,
adalab surat yang digunakan wajib pajak uniuk mendafiarkon dir dan
melaporkan objck pajak oleu usahanya ke 'Djnuﬁ Pendapatan.

51, Pemungutan, adalah susty ronghkaian keginlan muloi dard penghimpunan data
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajuk yang Leruling sampai
kegiatan penagihan  pajak  kepada  wujill pajuk seria PUnEawasun
penyelorannya,

52. Sural Pemberitahuan Pajak Dacrah yang selanjutnysg disingkal SPTPD, adalah
surat yang oleh -wajib pajak digunakan untuk miclaporkan penphitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajal dan/uslan bukan objek pajuk,
dan/atau harla dan  kewgjiban sesuai dengan  ketentuan peraluran
perundang-undangan perpajakan daerah,

33. Surat Setoran Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat SSPD, adulah bukt
pembayaran alau penyeloran  pajak  yang  ielah dilakukan dengan
mengrunakan formulir alau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk sleh Kepala Daerah,
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A

54. Surat Ketetapar Pajak Dacrah yang selanjulnyn disingkat SKI'D, adalab sural

55.

ar

58.

549,

61.

62.

ketetapan pajuk yang menentukan besarnys  jumlah pokok  pajak yung
terutang,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yong sclanjutnya disinglal
SKPDKB, adalah surat keletapan pajuk yang mencntukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besarnya sanksi administratl dan jumlah pajalk yang masih harus
dibayar.

-Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya

disingkat SKPDKBT, adalah surat kelctapan pajak yang menenlulan
tambahan atas jumiah pajak yang telah ditetapkan.

- Burat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah

surat keletapan pajak yang mencntukan jumlah polok pajak sama h-csnm:,ru
dengan jumlah kredit pajak atau pajak lidak lerutang dan lidak ada
kredit pajal. ‘
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjulnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketctapan pajak yang menentukan jumlph kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah ksedit pujik lebih besar dari pada pajak yang
terutang ataw seharsnya tdalk teratang.

Surat Tagihan Pajak Dacrah yang sclanjuloya disinglat 8TPD, adalah sural

untuk melakukan togihan pajek danfatay sanls ,.dm.mmmur berupa bunpa
dan/atau denda.

+Bural Keputusan Pecmbelulan, adalah aumt kepulusan yang membeiulkan

kesalahan tertulis, kesalahan hitusg :'Junl.l'.iLqu kehkelicuan dulum Fonerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dacraly
yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLE, 5TPD,
Sural Keputusan Pembetulan alau Sural Kepulusan Keberatap,

Surat Keputusan Keberalan, adalah sur kepulusan alas kebernlun terhadap
SKPD, SKPDKB, SKPDKBY, SKFDN, SKPDLB alau lerhadap pemolongan alau
pemungutan olch pihake keliga yang diajukan wajil pojuk,

Surat Paksa, adalah sural perintali membayar ulang pajak dan  binya
penagihan pajak.

- Banding, adalah upaya hukum yang dapat dilikukan olch wajiby pajak atay

Penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat disjukan banding,
berdasarkan ketentuan peraturan perunding- undangan

Perpijakan  yung
berlaku,

102


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

64. Putusan Banding, adalah pulusan badan peradilan pajak atas banding terhdap
Suaral kepulusan keberatan yang diajuken oleh wajils pajak.

65. Gugatan, adalah upaya hukum yang dapal dilakukan oleh Wajib Pajuk atau
PERANgRUNg pajak terhadap pelaksanman penagihun pajak atau lerhadap
keputusan yang dapal  dilukukan pugatan |-H-.-|_-dugar'k.ﬂn peraturan
pﬂml‘l-d-ang—uncja_ngan perpajokan yang berlaku.

66. Pembulcuan, adalah suatu proscs pencatatun yang dilakulan secara leralur
untuk mengumpulican dala dan informasgi keusnpun yang melipuli haria,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serts jumlah herga perolchan dan
penyerahan barang atau jasa, yang dilulup denpan menyusan  laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rug untuk periode lahun pajak
terschut,

67. Pemneriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah
data, keterangan dan/atun bulli yang dilaksanokan. secara objektil dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerall dan/alaw untul tujuan Jain dalam
rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan perundang-undanpan
perpajakan daerah.

68..Juru Sita Pajak, adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang melipuli
penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat pales, penyitaan dan

penyanderaan.

69. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Dacrah, sdalah serangloaian
tindakan yang dilakukan nleh penyidik unluk mencar serig mengumpulkan
bukti yang dengan bukiti ita ml:mb-uut’lerang tindak pidana dibidang
perpajakan daerah yang terjadi serla menemukan tersangkanya.

BAB II
TATA CARA PERIJINAN DAN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 2
Untuk pemasangan reklame haras memenubi persyaratan perijinan sebapai
berikut ; . :
a. mengisi blangko permohanun ijin rellame ;
b. melampirkan identites dirl penangeongiawsl oGy penyelenggara reklame :
€. menyertakan dokumen sewa taneh/bangunan dar pemilik atay instansi yang
berwenang ;
d. menunjukan bulkt pelunasan pajak reklame dogi Dinus Pendapatan .
# melampirkan denah lokasi pemasangan reklyme,
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